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ABSTRAK 

 

Persinggungan antara hukum pidana dan hukum perdata kerap kali terjadi di dalam sengketa 

kepailitan. Dalam kepailitan penyitaan yang kerap kali mengalai persinggungan,baik 

penyitaan maupun sita umum semuanya memiliki aturan dasar yang mengatur. Penyitaan 

yang bersinggungan dengan hukum perdatau ataupun pailit diatur dalam pasal 39 ayat (2) 

KUHAP dan sita umum yang bersinggungan dengan hukum lainnya diatur dalam Pasal 31 

ayat (2) UU TPPU. Permasalahan yang akan diangkat dalam penulisan tesis ini pertama, 

pendahuluan terhadap sita pidana dengan sita umum daam hal tindak pidana penccucian uang 

dan kedua, uapaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator jika harta pailit disita dalam hal 

tindak pidana pencucian uang. Penulisan tesis ini menggunakan metode pendekatan statue 

approach dan case approach. Berdasarkan hal tersebut baik sita pidana maupun sita pailit 

dapat dilakukan secara bersama-sama dan tidak ada yang saling mendahului karena sama- 

sama memiliki kepentingan. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh kurator apabila harta 

pailit disita dalam hal tindak pidana pencucian uang yaitu, dengan mengajukan perlawanan 

terhadap sita di pengadila niaga dimana Putusan pernyataan pailit diucapkan. Semoga dengan 

adanya tesis ini dapat menjadi acuan bagi para praktisi ataupun lembaga legislatif untuk 

merevisi aturan yang telah ada. 

Kata Kunci : Sita Umum, Penyitaan,kepailitan 
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